PERNYATAAN TELAH DIVALIDASI

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :
Dokumen : Indikator Kinerja Utama Periode 2025-2029
Perangkat Daerah : Kecamatan V Koto Timur

telah melalui proses verifikasi, pemeriksaan, dan validasi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, dokumen di atas dinyatakan
VALID, sah, sesuai dengan data asli, serta memenuhi persyaratan
yang telah ditentukan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat, agar dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Parit Malintang, 26 Juni 2026
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PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
KECAMATAN V KOTO TIMUR

Jalan Talang Cokok Kudu Ganting Kecamatan V Koto Timur
Email : kec.vkototimur@padangpariamankab.go.id

SURAT KEPUTUSAN CAMAT V KOTO TIMUR
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR : 01.A/KEP/CVKT-2026

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN V KTOTO TIMUR
KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2025-2029

CAMAT V KOTO TIMUR

Menimbang . a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negera
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja
Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, instansi pemerintah wajib
menetapkan indicator kinerja utama;umum

b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti revisi Rencana Strategis Kecamatan V
Koto Timur Tahun 2025-2030 sehingga dapat tercapai sasaran yang diinginkan
perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan
huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat V Koto Timur Kabupaten Padang
Pariaman Tahun 2016-2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 1999, tentang
Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 177 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3898);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999, tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 25 dan Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3699);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
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Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011, tentang
Pembentukan Peraturan PerundangUndangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1980, tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat Il Padang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2080 Nomor 3164);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja
Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 174, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4403);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);

Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 3
Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014
tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015;

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2014-2019;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator
Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan
Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011,
tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017
Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah;



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun
2005- 2025;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2005-2025;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2016-2021;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

25. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 140, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5059); dan

26. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN CAMAT V KOTO TIMUR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA
UTAMA KECAMATAN V KOTO TIMUR KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN
2025-2030

Indikator Kinerja Utama Kecamatan V Koto Timur dengan rincian sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak
terpisahkan dari keputusan ini;

Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini,
merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Kecamatan V Koto Timur
Kabupaten Padang Pariaman untuk menetapkan rencana kinerja tahunan,
menyampaikan rencana kerja dan laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan
evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Kecamatan
V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2030;

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun
dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Padang
Pariaman dan di tetapkan dalam bentuk Keputusan Camat V Koto Timur Kabupaten
Padang Pariaman;

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan
perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : V KOTO TIMUR
Pada Tanggal :05JANUARI2026

NIP. 19780117 200604 1 008



TANGGAL

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMATYV KOTO TIMUR KABUPATEN PADANG PARIAMAN NOMOR
:6Januari 2026

: 01.A/KEP/CVKT-2026

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR

FORMULASI PENGUKURAN

SUBER DATA

PENANGGUNG JAWAB

Menyelenggarakan
Urusan Pemerintahan

Persentase Jumlah
penyelenggaraan

Jumlah pemerintahan
umum yang terselenggara /

Hasil Capaian
Kinerja Kecamatan

Seluruh Kepala Seksi
Kecamatan V Koto Timur

dalam Proses
Pembangunan

masyarakat desa terhadap
pembangunan daerah

jumlah peran serta
masyarakat dalam proses
pembangunan x 100%

pemerintahan umum yang jumlah pemerintahan umum | V Koto Timur
Umum ditingkat terselenggaranya ditingkat | di tingkat kecamtan x 100%
Kecamatan
kecamatan
Jumlah partisipasi Dokumen Kasi Pemberdayaan
Meningkatkan Peran Presentase partisioasi masyarakat desa terhadap musrenbang Kec V Masyarakat
Serta Masyarakat P P pembangunan daerah/ Koto Timur

Meningkatnya
Akuntabilitas Kinerja
Perangkat Daerah

Nilai AKIP Perangkat Daerah

Nilai AKIP Perangkat Daerah

Laporan Hasil
Evaluasi (LHE)
Implementasi SAKIP
Kecamatan

Kasubag Perencanaan dan
Keuangan, Kasubag Umum
dan Kepegawaian
Kecamatan V Koto Timur

NIP. 19780117 200604 1 008
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HASIL PRA EVALUASI IMPLEMENTASI SAKIP TAHUN 2026
AMATAN V KOTO TIMUR KABUPATEN PADANG PARIAMAN

NAMA DOKUMEN HASIL PRAEVALUASI

RPJMD Priode 2025 - 2029

Renstra Priode 2025 - 2029

Pohon Kinerja dan Cascading Priode 2025 - 2029

Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

Perjanjian Kinerja Tahun 2026

LKJiP Tahun 2025

Rencana Aksi Tahun 2025

Rencana Aksi Perubahan Tahun 2025

Rencana Aksi Tahun 2026

IKU Priode 2025-2029 v

Renja Tahun 2025

Renja Perubahan Tahun 2025

Renja Tahun 2026
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Monev Capaian Kinerja Tahun 2025 sampai
Triwulan 2 Tahun 2026

16. Pedoman Teknis Perencanaan 2026

17. Pedoman Teknis Pengukuran dan Pengumpulan
Data Kinerja 2026

18. | Pedoman Teknis Monitoring dan Evaluasi Internal
2026

19. | Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2026

20. | Tindak Lanjut LHE Inspektorat Tahun 2025

21. | SOTK

Catatan :

Dokumen ini telah dilakukan Pra Evaluasi Impelementasi SAKIP

Evaluafigr,
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